BABI
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Masa kolonialisme Belanda di Indonesia merupakan salah satu masa
penjajahan yang paling lama dalam sejarah dengan Belanda menduduki Indonesia
selama 350 tahun. Ekspedisi Belanda ke Indonesia dimulai ketika Cournelis de
Houtman dan Pieter Keyzer dikirim ke Lisbon untuk mencari informasi terhadap
“Kepulauan Rempah”, sebuah julukan untuk Indonesia pada saat itu. Belanda
yang dipimpin Cournelis de Houtman mendarat di Banten pada 27 Juni 1596 yang
kemudian diusir oleh:penduduk Indonesia yang dibantu oleh Portugis karena tata
krama yang tidak baik dan melakukan monopoli perdagangan di Indonesia.' Dua
tahun kemudian Belanda kembali ke Indonesia dengan cara yang lebih baik dan
akhirnya mendirikan perusahaan dagang Verenigde Oostindische Compagnie
(VOC). VOC melakukan monopoli-dalam perdagangan rempah — rempah di
Indonesia yang merugikan penduduk lokal dengan-sistem perbudakan bagi para
penduduk lokal yang memproduksi—rempah < rempah tersebut. > Berbagai
perlawanan muncul dalam masa tersebut seperti peperangan dengan Kerajaan

Mataram dan Kerajaan Banten. Setelah hampir 200 tahun berdiri, VOC bangkrut
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pada tahun 1799 yang disebabkan oleh orang — orang di dalam organisasi tersebut

sendiri seperti korupsi, hutang, dan pegawainya yang tidak kompeten.

Pada Tahun 1901, Belanda mendirikan sistem Politik Etis di mana dalam
sistem tersebut Belanda sadar bahwa mereka berutang budi terhadap Indonesia.
Tujuan dari sistem ini adalah meningkatkan derajat kehidupan masyarakat
Indonesia dengan intervensi langsung terhadap perekonomian, sistem irigasi dan
Pendidikan. Walaupun begitu, sistem ini tidak menghasilkan dampak yang
signifikan.’ Seiring berjalannya waktu, kekuatan Indonesia terus bertambah dan
mereka mulai melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda melalui jalur
diplomasi dan peperangan. Bersatunya Indonesia dengan berdirinya berbagai
organisasi besar sepertti Muhammadiyah, PNI dan gerakan pemuda serta
kekalahan di Perang Dunia Il menjadi faktor runtuhnya kekuasaan Belanda di
Indonesia®. Setelah berakhirnya masa penjajahan Belanda, Jepang mendarat pada
Maret 1942 dan mulai menduduki Hindia Belanda. Pada awalnya Indonesia
menganggap Jepang sebagai pembebas pribumi Indonesia, tetapi ternyata Belanda
menerapkan sistem kerja kejam-dan keras yang disebut 7romusha atau buruh paksa
di mana pribumi Indonesia ditempatkan ke berbagai proyek di Jawa dengan
konsep yang hampir sama dengan yang diterapkan Daendels pada dahulu. Tidak
mau melihat Indonesia berada di bawah penjajah lagi, Soekarno dan Hatta

memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 mengingat momentum
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yang dimiliki, karena bom atom berhasil dijatuhkan oleh Amerika Serikat di

Nagasaki dan Hiroshima, Jepang.’

Sebelum dibentuknya UUD 1945, sistem hukum yang diterapkan di
Indonesia (Hindia Belanda) adalah hukum barat (civil law) dan hukum asli
(hukum adat). Sejatinya jauh sebelum terjadinya penjajahan di Indonesia,
masyarakat Indonesia sudah menerapkan hukum adat dan hukum tersebut
diberlakukan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan berkedudukan sebagai
suatu hukum positif pada masanya.® Tiap daerah memiliki interpretasinya masing-
masing terhadap hukum adat sehingga aturannya pun berbeda-beda. Hukum adat
diterima oleh masyarakat karena banyak mengandung nilai kesusilaan dan agama
serta kebudayaan. Berdirinya Indonesia pada hari ini, sejatinya merupakan
persatuan dari berbagai kerajaan pada zaman sebelum penjajahan. Hukum adat
pun telah lahir dari masa Kkerajaan tersebut, sebagaimana dikenal Kitab
Ciwakasoma, yakni Kitab yang pada tahun 1000 masehi dibuat pada masa raja
Dharmawangsa; kerajaan Majapahit-dengan Kitab. Hukum Gadjah Madanya,
yakni dari tahun 1331 sampai-1364 masehi; zaman Patih Kanaka dengan Kitab
Hukum Adigama, pada tahun 1413 sampai 1430 masehi; dan Kitab Hukum
Kutaramanawa yang berasal dari Bali. Peraturan-Peraturan asli lainnya pun
ditemukan pula buktinya sebagaimana ditemukannya Kitab Ruhut Parsaoran di

Habatahon, Tapanuli, di mana Kitab tersebut berisikan kehidupan sosial di tanah
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Batak; Undang-Undang Jambi yang berasal dari Jambi; Undang-Undang Simbur
Cahaya yang berasal dari Palembang; di Minangkabau ditemukan pula Undang-
Undang Nan Duapuluh; Suku Bugis Wajo di Sulawesi Selatan pun memiliki
Undang-Undang tersendiri yang mengatur terkait Perniagaan dan Pelayaran; dan
juga Awig-Awig, yang berisikan peraturan Subak dan Desa, yang berasal dari

bali.’

Kehadiran hukum barat pertama kali muncul saat berdirinya VOC di
Indonesia di mana gubernur saat itu Jenderal Pieter Both diberikan wewenang
untuk membentuk peraturan dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan
permasalahan yang mungkin muncul. Pada tahun 1642, dibentuk Statuta Batavia
dan Statuta Bara pada 1766 yang berisi kumpulan peraturan yang telah dibentuk®.
Setelah runtuhnya VOC, Masa penjajahan belanda dilanjutkan oleh
kepemimpinan Daendels yang memperbolehkan penduduk = pribumi untuk
menggunakan hukum adat, asalkan hukum tersebut tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan dasar keadilan-dan kepatutan yang dikoridori oleh hukum

Barat.’

Setelah Daendels selesai masa kepemimpinannya, Raffles pun menjadi

pemimpin pengganti Daendels, yakni pada tahun 1811 sampai 1816 masehi. Cara
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berpolitik Raffles kepada golongan pribumi adalah dengan bermurah hati dan
sabar, di mana hal ini dimaksudkan untuk menarik simpati dan menyetarakan
sikap politik Inggris yang lebih humanis. Setelah periode Raffles selesai, yaitu
dari tahunl816 sampai 1848 masehi, masyarakat hukum adat pun semakin
terancam dikarenakan mulai diberlakukannya unifikasi hukum oleh para penguasa
Hindia belanda terhadap wilayah jajahannya, yang tentunya berimbas kepada
pengecualian pemberlakuan hukum adat oleh Bumiputera. Sehingga oleh karena
hal tersebut, hukum adat semakin terdesak dan semakin kurang memiliki kekuatan
hukum meskipun dalam praktiknya, hukum adat masih dianut beserta dengan

adanya hukum barat."’

Pada tahun 1816, Hindia Belanda mengeluarkan suatu peraturan yang
berbentuk lembaran, peraturan yang diterbitkan itu disebut Staatsblad dan
Bijblad." Inti dari tata hukum tersebut dibagi atas tiga yakni peraturan tertulis
yang dikodifikasikan, peraturan tertulis yang tidak dikodifikasikan dan hukum
adat yang berlaku bagi golongan Eropa.'? Seiring berjalannya waktu, hukum adat
semakin lama semakin tergeser oleh hukum-barat, di mana sejak tahun 1848,

Kitab UU Hukum dagang, Kita- UU Hukum Perdata, Kitab UU hukum Acara
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Perdata dan Acara Pidana yang didasarkan oleh Belanda sudah diterapkan di

Indonesia bagi penduduk Belanda."?

Pada Masa Regerings Reglement (RR) yaitu pada kurun waktu tahun 1855
sampai dengan tahun 1926 Berhasil diundangkan Kitab Hukum pidana untuk
golongan Eropa melalui S.1866:55.,'* Algemene Politie Strafreglement sebagai
tambahan Kitab Hukum Pidana untuk Golongan Eropa.,"” Kitab Hukum Pidana
orang bukan Eropa melalui S.1872:85., Politie Strafreglement bagi orang bukan
Eropa dan Wetboek Van Strafrecht yang berlaku bagi semua golongan penduduk

melalui S.1915:732 mulai berlaku 1 Januari 1918.'

Menurut Pasal 163 Indische Staatsregeling, Rakyat Indonesia dibagi atas
tiga golongan, yaitu:'’ Orang Eropa, golongan orang Eropa ialah Semua orang
Belanda, Semua orang, tidak termasuk Belanda, yang asalnya dari Eropa, Semua
orang Jepang, Semua orang yang berasal dari tempat lain, tidak termasuk Belanda
dan klasifikasi yang kedua, yang di negerinya akan tunduk kepada hukum
kekeluargaan, yang pada pokoknya berdasarkan asas-asas yang sama dengan
hubungan Belanda Anak sah atau-yang. diakui menurut undang-undang dan

keturunan selanjutnya dari orang yang dimaksudkan dalam b,c, dan d yang lahir
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di Hindia Belanda.'® Golongan kedua merupakan Bumiputera, mereka ialah
semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dari Hindia Belanda dan tidak
beralih masuk golongan rakyat lain dan mereka yang mula-mula termasuk
golongan rakyat lain. Kemudian mencampurkan diri dengan rakyat Indonesia
asli. ”” Selanjutnya golongan ketiga merupakan Orang Timur Asing yang
merupakan semua orang yang bukan orang Eropa atau Bumiputera. Pembagian
golongan tersebut pada waktu itu diperlukan dalam hal lapangan hukum perdata
namun dalam hal hukum pidana berlaku hanya satu hukum pidana yaitu KUH
Pidana.”® Dalam hal hubungan antar golongan dan hukum yang berlaku yaitu bagi
warganegara yang berasal dari golongan Eropa, berlaku KUH Perdata dan KUH
Dagang yang diselaraskan (konkordan) dengan KUH Perdata dan KUH Dagang
yang berlaku di negeri Belanda.’' Di dalamnya diatur di mana bagi orang asing di
Indonesia yang berasal dari golongan Eropa berlaku KUH Perdata dan KUH
dagang Barat di Eropa, bagi warganegara Indonesia yang berasal dari golongan
Timur Asing.”” Untuk golongan Cina, berdasarkan Staatsblad 1924 No.557
berlaku KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia, dengan dikecualikan
(pada masa lampau) peraturan-peraturan tentang pencatatan Sipil (kini hanya satu
catatan sipil untuk semua warga negara Indonesia) dan cara-cara Perkawinan (kini
berlaku Undang-Undang Nomor.l tahun 1974 untuk seluruh warga negara

Indonesia) ditambah dengan peraturan-peraturan tentang Pengangkatan anak
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(adopsi) dan Kongsi (kongsi disamakan dengan Firma dalam KUH Dagang).”
Lalu untuk golongan bukan Cina , Berdasarkan Stb. 1924 Nomor. 556 berlaku
KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia dengan dikecualikan Hukum
kekeluargaan dan Hukum Waris tanpa wasiat atau Hukum Waris menurut undang-
undang atau Hukum Waris abintestaat (abintestato). Hal ini disebabkan karena
sebagian besar golongan ini menganut agama islam, yang tentu saja tidak dapat
berlaku Hukum Kekeluargaan dalam KUH Perdata Barat yang berasas
perkawinan yang monogami sedang hukum waris bagi golongan ini diatur dalam
Hukum Islam menurut Alquran).”* Kini berlaku Undang-Undang Perkawinan
tahun 1974 untuk semua warganegara Indonesia. Bagi orang asing di Indonesia
yang berasal dari golongan Timur Asing berlaku Hukum Perdata dan Hukum

Dagang Timur Asing yang berlaku di negaranya masing-masing.”’

Dari sejarah Negara Indonesia sendiri terlihat bahwa Indonesia sudah
memiliki hukum sejak zaman penjajahan, walaupun saat itu hukum tidak
memihak kepada warga Negara Indonesia namun hukum telah ada. Istilah Negara
hukum secara resmi lahir setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yang
tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3). Di dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang

demokrasi (democratische rechtstaat) dan merupakan negara demokrasi yang

B Ibid., hlm. 43.
24 Ibid., hlm. 41.
% Ibid., hlm. 42.



didasari oleh hukum.?® Negara Hukum sendiri perlu didasari dengan sistem
demokrasi. Dalam pelaksanaannya, hal ini penting karena negara hukum tanpa
adanya demokrasi akan kehilangan maknanya dan demokrasi tanpa adanya hukum
akan kehilangan bentuk dan arahnya.”’ Dalam konsep negara hukum terdapat
empat elemen penting yaitu, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan
undang-undang, peradilan tata usaha negara dan perlindungan hak asasi

manusia.”® Keempat unsur tersebut sudah diterapkan di dalam Negara Indonesia.

Dalam konsepnya, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum
apabila negara mampu berdiri di atas hukum yang dapat menjamin keadilan
kepada warga negaranya. D1 Negara Eropa Kontinental konsep negara hukum
dikenal sebagai “rechtsstaat” sedangkan di negara Anglo Saxon negara hukum
dikenal dengan istilah “The Rule Of Law”.”* Negara hukum menempatkan hukum
sebagai dasar kekuasaan, penyelenggara negara yang baik merupakan negara yang
diselenggarakan dengan pengaturan sistem hukum. yang baik, hal ini diutarakan
oleh Plato di dalam bukunya-yang berjudul “nomoi’, konsep ini lahir pada tahun
429-347 SM. Dalam-buku tersebut Plato-mengungkapkan konsep negara hukum
untuk pertama kalinya.*® Lalu Aristoteles yang merupakan murid dari Plato

melanjutkan kembali konsep yang Plato lahirkan tersebut. Menurut Aristoteles,
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negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum baru dapat
dikatakan sebagai negara yang baik. Aristoteles mengatakan bahwa cita-cita
manusia adalah untuk mengejar suatu keadilan, hal ini dikemukakan olehnya
dalam ide negara hukum yang diartikan sebagai negara yang dalam perumusannya

terkait dalam “Polis”.>!

Menurutnya pula negara dapat dikatakan sebagai negara
hukum bila di dalamnya terdapat masyarakat yang turut serta dalam

permusyawaratan negara.

Konsep Negara Hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945 sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) memiliki
hubungan yang erat dengan konsep Welfare state atau biasa disebut dengan
negara kesejahteraan sebagaimana hal tersebut sudah sesuai dengan bunyi alinea
ke-IV Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Di
dalamnya dibahas mengenai kepedulian negara terhadap kelompok perekonomian
yang lemah serta jaminan sosial.’> Konsep negara kesejahteraan ini memandang
bahwa manusia merupakan anggota yang juga untuk tujuannya masing-masing, di
mana dipahami bahwa manusia tidak hidup hanya sebagai individunya masing-
masing saja. Konsep welfare state merupakan konsep yang sangat diidamkan oleh
seluruh masyarakat, mengapa? Karena di dalam konsep ini negara diajak untuk
turut serta dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi

untuk menjamin kesejahteraan bersama. Keadaan sosial dan ekonomi selalu

> Moh. Kusnardi dan harmmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
(Jakarta: Pusat Studi HTN UI dan Sinar Bakti, 1980), hlm. 142.
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Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2005), him. 46.
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menjadi fokus utama dalam konsep ini agar tetap aman serta terkendali dari
berbagai permasalahan yang muncul di dalam negara sebagai bentuk perwujudan

kesejahteraan bersama dalam masyarakat.”

Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bersama manusia memerlukan
aspek-aspek yang dapat mendukung ekonominya. Salah satu aspek penting
merupakan yang dapat mendukung perekonomian adalah ketersediaan sumber
daya alam yang baik. Namun bukti-bukti ilmiah menggambarkan bahwa saat ini
masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah degradasi hutan, punahnya
flora dan fauna, perubahan iklim, bencana alam yang sangat erat dengan aktivitas
sehari-hari ‘manusia yang kurang memprioritaskan aspek  kelestarian sebagai
prioritas utama. Tanpa disadari seiring berjalannya waktu aktivitas manusia yang

tidak memprioritaskan kelestarian dapat merusak bumi secara keseluruhan.™

Perubahan Iklim merupakan .salah satu paling menjadi perhatian
masyarakat dunia termasuk Indonesia. Hubungan - perubahan iklim dengan
kehidupan manusia sebagai pelaku-yang mengakibatkan emisi gas rumah kaca
sangatlah erat. Pemanasan global yang merupakan salah satu isu utama dalam
terjadinya perubahan iklim “bagi penghuni bumi. Perubahan iklim global
berlangsung dalam jangka waktu yang panjang di mana antara 50 sampai dengan
100 tahun. Perubahan iklim global ini benar-benar membawa dampak yang besar

bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup, karena dari pemanasan global ini

¥ Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia,
(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 222.
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seluruh aspek makhluk hidup menjadi terhambat. Menurut IPCC pemanasan
global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan
biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi,
salinitas air laut, perubahan pola angin, terhambatnya masa reproduksi hewan dan
tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi masing-masing, naiknya
frekuensi serangan hama serta wabah-wabah penyakit, serta mempengaruhi
berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi,
lokasi yang tinggi serta ekosistem-ekosistem pantai.”> Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) memberikan bukti-bukti terkait perubahan iklim yang
memang sudah terjadi. Dilaporkan oleh IPCC bahwa suhu bumi meningkat sekitar
0,8 derajat celis selama 1 abad terakhir, bahkan tiga dekade terakhir pun
kondisinya jauh lebih hangat daripada dekade sebelumnya. IPCC memperkirakan
bahwa pada akhir 2100, suhu global akan menjadi lebih hangat 1,8 sampai 4
derajat Celsius dibandingkan rata-rata suhu pada tahun 1980 sampai tahun 1999.
[PCC menyatakan bahwa alasan utama- terjadi pemanasan global tersebut adalah
masuknya energi panas ke lautan, yakni kurang lebih 90% dari total pemanasan,
dan selama periode ini, laut terus-menerus menghangat. Kenaikan suhu yang
terus-menerus berlangsung ini menyebabkan cairnya gletser dan es di daratan
Antartika dan Greenland sehingga dapat menyebabkan sea level rise (SLR) atau
yang dibahasa-Indonesiakan, kenaikan muka air laut. [IPCC juga menyatakan
bahwa siklus hidrologi di daratan akibat keragaman iklim serta faktor

antropogenik akan berdampak pada naik dan turunnya limpasan atau run-off,

% Rencana Aksi Sosial Dalam Menghadapi Perubahan Iklim, Kementerian Negara
Lingkungan Hidup, November 2007.
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sehingga akan berpengaruh terhadap perubahan muka air laut. Diprediksi
kenaikan muka air laut akibat pemanasan global pada tahun 2050 akan mencapai
35-40cm terhadap nilai tahun 2000. Hal ini dapat menjadi suatu tren eksponensial

apabila faktor pencairan es (dynamic ice melting) diperhitungkan.*®

Di Indonesia yang memiliki iklim tropis, musim kemarau panjang
merupakan saat di mana bakteri, virus dan jamur dapat berkembang karena
kondisi udara yang sangat lembab pada musim kemarau panjang. Mikroorganisme
tersebut dapat berkembang dengan cepat dan dapat bertahan hidup lebih lama, hal
ini merupakan penyebab lahirnya penyakit yang menular lewat udara. Selain itu,
karena terjadinya kemarau panjang tersebut peningkatan suhu bumi terus
meningkat dan dapat mengakibatkan kebakaran hutan. Asap dari kebakaran hutan
tersebut dapat mencemari udara pula. Dampak dari asap kebakaran hutan ini dapat
mengakibatkan banyaknya kasus infeksi pernapasan®’. Jadi pola cuaca adalah
bagian penting dalam kehidupan Kita, tidak hanya dalam aspek kesehatan saja,
namun pola cuaca juga akan memengaruhi tanaman pangan kita, air yang kita
gunakan, tempat tinggal dan juga aktivitas-sehari-hari. Selain itu diketahui bahwa
berdasarkan data kejadian bencana yang dicatat dalam CRED International
Disaster Database (2007), sepuluh kejadian bencana terbesar di Indonesia yang
terjadi dalam periode waktu antara tahun 1907 dan 2007 terjadi setelah tahun

1990an dan sebagian besar merupakan bencana yang terkait dengan iklim,

*® Tim Penulis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Jakarta, “Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined
Contribution”. Jakarta, Juni 2016, hlm. 1-7.

37 Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Manusia,
<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kepi/index.php/info-iklim/dampak-fenomena-perubahan-
iklim/dampak/355-dampak-perubahan-iklim-terhadap-kesehatan-manusia> diakses pada 18
September 2019 pukul 21.33 WIB.
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khususnya bencana banjir, lalu kekeringan yang merajalela, kebakaran hutan, dan
ledakan penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian bencana terkait dengan
iklim mengalami peningkatan baik dari sisi frekuensi maupun intensitasnya.
Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh 10 bencana terbesar tersebut mencapai
hampir 26 milyar dolar Amerika Serikat dan sekitar 75% merupakan kerugian
akibat bencana yang terkait dengan iklim.”® Laporan IPCC menegaskan bahwa
aktivitas manusia merupakan penyebab utama datangnya bencana dari perubahan
iklim, terutama dalam 50 tahun terakhir. Pengaruh manusia (Antropogenic
Caused) tampak dari melonjak tingginya emisi gas rumah kaca (metana, nitrogen,
karbon dioksida, metana, dan sejumlah gas industri lainnya) yang berasal dari
aktivitas manusia yang tertinggi, di mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya
sejak 800,000 tahun yang lalu. Konsentrasi gas CO2 saat ini lebih tinggi 40%

dibandingkan dengan era pra-industri.”

Perubahan iklim tersebut berhasil menyatukan perspektif dan visi negara-
negara di dunia. Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan
Iklim (UNFCCC) lahir dari semakin_kuatnya perhatian negara-negara terhadap
perubahan iklim. Negara anggota UNFCCC melaksanakan kegiatan dalam
mencari jalan terbaik untuk dapat mengendalikan perubahan iklim dan menangani
dampak-dampaknya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan adaptasi dari
dampak buruknya perubahan iklim, lahirlah Persetujuan Paris dari UNFCCC yang

bertujuan untuk menghasilkan suatu ketahanan iklim dan pembangunan rendah

38 17
Ibid.
%% Tim Penulis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Jakarta, “Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined
Contribution”, Jakarta, Juni 2016, hlm. 2.
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emisi tanpa mengancam sumber pangan manusia. Perjanjian Paris ini dapat
dikategorikan sebagai suatu perjanjian internasional yang dalam Perjanjiannya
memiliki tujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global yang ada di angka
2 derajat Celcius.*” Konvensi Paris sendiri merupakan konvensi yang lahir dari
perkembangan UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate
Change adalah sebuah perjanjian lingkungan internasional yang dicanangkan pada
kegiatan Earth Summit di Rio de Janeiro pada 3 sampai 14 Juni 1992 dan mulai
dilakukan pada 21 Maret 1994, setelah diratifikasi oleh berbagai negara di dunia.
Hingga saat ini, ada 50 negara yang sudah melakukan ratifikasi terhadap
perjanjian tersebut, termasuk Indonesia. Kerangka kerja dari perjanjian ini tidak
menetapkan batas emisi gas rumah kaca yang mengikat tiap negara dan juga tidak
menetapkan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Melainkan kerangka kerja menggaris bawahi bagaimana perjanjian internasional
seperti protokol dapat dinegosiasi untuk mengedepankan agenda dari UNFCCC.
Selain itu, UNFCCC juga mengarahkan kebijakannya kepada negara Annex I atau
negara berkembang untuk menstabilkan emisi dari gas rumah kaca pada tingkatan
1990 pada tahun 2000*" Indonesia-pada 4 November 2016 telah meratifikasi
Konvensi Paris ke dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Republik
Indonesia nomor 16 Tahun 2016. Salah satu upaya dalam menjunjung perjanjian
tersebut adalah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut pada tahun 2016

berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 2016 untuk mengantisipasi dan respons

0 Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan
Perjanjian Paris to UNFCCC”. Bab I, Umum.

*'' A C Lesnikowski, JD Ford, L Berrang-Ford, 2011, “ Adapting to health impacts of
climate change: a study of UNFCC Annex I partie”, Environmental Research Letters 6:4, him. 17.
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cepat terhadap kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada tahun 2015. Dalam
usahanya, Indonesia juga melanjutkan kebijakan moratorium perizinan pada hutan
primer dan lahan gambut serta yang terbaru moratorium terhadap perizinan sawit
dan tambang. Bukti lainnya dalam keikutsertaan Indonesia dalam UNFCCC
adalah penerapan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim yang
dituangkan dalam Sembilan aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan
melalui Nawa Cita. Salah satu prioritas yang terintegrasi dan lintas-sektoral dalam
agenda Pembangunan nasional adalah melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim. Berdasarkan komitmen dan kontribusi tersebut, Indonesia menyampaikan
The First Nationally Determined Contribution (NDC) kepada UNFCCC pada
November 2016. NDC sendiri berisikan suatu komitmen untuk berkontribusi pada
penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen
sampai dengan 41 persen, dengan upaya sendiri ataupun bila ada kerja sama
internasional. Pada tahun 2016, Indonesia telah “berhasil menurunkan emisi
sebesar 8,7 persen dari berbagai sektor. Upaya tersebut adalah untuk mengejar
target hingga 29 persen, dan Indonesia sudah bermodalkan yang baik dalam
rangka memenuhi janji NDC-tersebut yakni dengan segala regulasi kebijakan dan
peraturan yang dimiliki, serta aktivitas dan peran lembaga dalam mendukung
pendanaan, pengembangan kapasitas, transfer teknologi, kemitraan, dan

penelitian.*

2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Aksi Pengendalian Perubahan Iklim”, <http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1573>
diakses pada 18 September 2019 pukul 21.36 WIB.
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70% permukaan bumi terdiri dari laut dan samudera, oleh karenanya
disebut sebagai planet air atau planet biru.*’ Secara fisik, laut sendiri adalah suatu
keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi
hukum dari laut adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di
seluruh permukaan bumi. Lautan merupakan salah satu aspek terpenting bagi
kehidupan manusia. Sejak dahulu pun, manfaat yang dapat diambil manusia dari
laut sudah terjadi. Selain karena sumber daya alamnya, laut juga merupakan jalur
lalu lintas yang mampu menghubungkan antar negara, antar benua, bahkan

seluruh penjuru bumi.**

Laut merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Di dalam
laut terdapat berbagai jenis flora, fauna dan keanekaragaman hayati sampai
dengan kekayaan mineral yang banyak belum dapat ditemukan oleh manusia.
Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa wilayah laut hanya dimiliki oleh negara
pantai, yakni negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut maupun
negara kepulauan, sehingga tidak semua negara memiliki wilayah lautnya. Dalam
batasan antar wilayah negara ke negara lain pun, wilayah laut di determinasi
penentuan garis batasnya melalui suatu perjanjian internasional yang mengikat

antar dua negara (bilateral) yang bertetangga tersebut di mana perjanjian tersebut

# Ade Maman Suherman, 2004, “ Aspek Hukum dalam Ekonomi Global”, (Jakarta:
Ghlm.ia Indonesia), him. 201.

“ Boer Mauna, 2005, “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era
Dinamika Globa I, (Jakarta: Penerbit Alumni), hlm. 67.
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menentukan batas kedaulatan dan yurisdiksi negara terhadap wilayah yang

berbatasan atau tumpang tindih dengan negara tetangga tersebut.*

Terdiri atas 18,108 pulau, dan garis pantai kedua di dunia sesudah Kanada,
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. 1/3 wilayah
Indonesia berupa daratan, sedangkan 2/3nya merupakan lautan, jauh dari Sabang
sampai ke ujung Merauke. **Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Hukum
Laut PBB (Konvensi 1982) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, di
mana Konvensi tersebut menyatakan bahwa terdapat luas 7,9 juta km? terdiri dari
2 juta km? daratan dan 5,9 juta km” lautan. Ratifikasi ini dikarenakan wilayah laut
Indonesia yang baik, dan tunduk pula di bawah kedaulatan dan berada di bahwa

hak-hak dan yurisdiksi teritorial.

Dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia,
tumbuh beragam keunikan baik hayati atau nabati sehingga melahirkan berbagai
macam potensi hasil alam yang sangat luar biasa, terutama dalam hasil maritim.
Presiden Jokowi membuat konsep poros maritim karena beragamnya sumber daya
perikanan, sumber daya minyak dan-gas-bumi, pariwisata bahari, industri dan jasa
maritim lainnya serta alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) pula dapat
menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi bila dikelola dengan baik, karena
diketahui sampai saat ini banyaknya tindakan melawan hukum yang terjadi di laut

Indonesia, seperti: lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan, pencurian ikan,

* Maryatmo, Olivia Natasha, “The Legal Regime of Marine Protected Area for
Biodiversity Beyond National Jurisdiction”, Universitas Gadjah Mada, hlm. 9-13.

“ BPHN, “Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
tentang Landas Kontinen”, <https://www.bphn.go.id/data/documents/peraturan_perundang-
undangan_ttg landas_kontinen.pdf> diakses pada 20 September 2019 pukul 10.21 WIB.

18



serta pelanggaran wilayah perbatasan oleh negara tetangga merupakan gambaran
bahwa masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan dan diatasi dengan
baik dalam mengelola wilayah laut Indonesia.*” Sumber daya alam dan potensi
bidang maritim ini harus dilindungi dan dilestarikan agar tidak habis ataupun
rusak. Perubahan iklim sangat berisiko untuk seluruh aspek maritim di Indonesia,
kenaikan muka air laut yang terjadi akibat oleh perubahan iklim dapat merusak
kawasan ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, hal ini dapat menghilangkan
mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dekat pantai. Keanekaragaman
hayati yang ada dilaut pun akan rusak karena kenaikan suhu yang terjadi. Saat ini
sudah ada sebelas spesies laut yang terancam punah. Sebelas spesies laut tersebut
yaitu paus biru (bersirip bongkok), penyu (labi-labi), dugong, hiu (paus, martil,
koboi, layan dan gergaji), kima (tapak kuda), ikan napoleon, pari (manta), bambu
laut, karang hias (anemon dan lainnya), lola dan kuda laut. Namun sejak 2016
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun Rencana Aksi
Nasional (RAN) untuk pelestarian 20" spesies laut prioritas terancam punah
sebagai indikator kerja lima tahun ke depan.*® Dari sctiap spesies tersebut, KKP
telah menyiapkan RAN untuk masing-masing spesies. RAN dikeluarkan oleh
KKP melalui Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, dasar penyusunan dari
RAN sendiri disusun secara terintegrasi bersama kementerian terkait seperti

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian

" Herlan Prasetyo, “Konsep Poros Maritim Sebagai Paradigma Baru dalam Pembangunan
Nasional”. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/HKn/article/view/51392> diakses pada 17
September 2019 pukul 18.00 WIB.

* Danny Kosasih, ’KKP Masukkan 20 Spesies Laut Terancam Punah dalam Rencana Aksi
Nasional”, Greeners.Co, <https://www.greeners.co/berita/kkp-masukkan-20-spesies-laut-
terancam-punah-rencana-aksi-nasional/> diakses pada 24 November 2019 pukul 12.28 WIB.
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Koordinator Kemaritiman serta mitra-mitra lembaga lainnya. Dengan upaya
konservasi melalui mekanisme perlindungan dan pelestarian jenis biota, beberapa
spesies yang terancam punah tersebut diharapkan dapat dipertahankan

. . . . . 4
populasinya sebagai spesies konservasi nasional.*’

Dampak perubahan iklim terhadap biota yang ada di laut merupakan satu
dari sekian banyak dampak yang berhubungan dengan kehidupan dan
penghidupan manusia ke depannya. Perubahan iklim yang dirasakan dengan
kenaikan suhu yang terus menerus berlangsung akan mengakibatkan paras laut
yang akan mengurangi kawasan pesisir. Suhu air laut yang semakin tinggi akan
memberikan pengaruh negatif yang sangat kompleks untuk berbagai aspek
kelautan terutama biota yang ada di dalamnya. Dampak dari kenaikan suhu air
laut tersebut dapat terdeteksi saat terjadinya perubahan dan dapat pula disadari
saat ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Industri perikanan yang merupakan
salah satu komponen penting dalam perikanan rakyat, perikanan komersial serta
perikanan rekreasi dapat merasakan:- dampak negatif dari perubahan iklim
terutama dalam persediaan stok perikanan.-Sumber protein yang ada di laut sangat
dikhawatirkan akan semakin berkurang dan dapat mempengaruhi pemenuhan gizi
masyarakat. Perubahan iklim ini akan sangat mempengaruhi fisiologi serta
tingkah laku individu, populasi maupun komunitas yang ada di perairan. Kondisi
ekstrem naiknya suhu air laut akan mengakibatkan rendahnya konsentrasi oksigen

yang terlarut dan pH air yang akan berakibat pada kematian ikan serta biota yang

¥ Ibid., diakses pada 17 September 2019 Pukul 23.16 WIB.
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ada di laut. Lautan menyerap lebih banyak karbon dioksida sehingga kondisinya

menjadi lebih asam.”

Penulis ingin melakukan riset serta menganalisis mengenai dampak dari
perubahan iklim terhadap biota laut yang ada di Indonesia melalui hukum yang
diatur di Indonesia dengan hukum yang ada di dalam Konvensi Paris 2015
mengenai perubahan iklim tersebut, karena sebagai negara kepulauan dengan
pantai rendah dan terpanjang nomor dua di dunia, Indonesia rentan terhadap
perubahan iklim. Oleh karena itu, sebagai negara yang meratifikasi Konvensi
Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyeto, Indonesia juga sangat
berkepentingan dengan Perjanjian Paris. Berdasarkan latar belakang yang telah
dikemukakan di atas penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam tugas akhir ini,
dengan judul: “Dampak dari Ratifikasi Konvensi Paris 2015 Tentang

Perubahan Iklim Terhadap Keanekaragaman Hayati Maritim Indonesia”.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Konvensi Paris dan Peraturan Hukum Nasional
mengatur upaya pencegahan dampak perubahan iklim yang

mempengaruhi keanekaragaman hayati di laut Indonesia?

>0 Ibid.
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1.2.2 Bagaimana Implementasi Pengaturan Mengenai Pencegahan
dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati yang ada
di laut Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian didasarkan keinginan untuk mencari dan

menemukan jawaban atas permasalahan yang ada pada rumusan masalah, yaitu:

1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Konvensi Paris dan
Hukum Nasional mencegah dampak perubahan iklim dalam
menjaga keanekaragaman hayati yang ada di laut.

1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Implementasi
Pengaturan dalam pencegahan perubahan iklim yang

mempengaruhi kenakeragaman hayati di laut Indonesia.

1.4  Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian ini--diharapkan dapat menjadi referensi dalam
perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam Bidang
Hukum Internasional yang berkaitan dengan perkembangan
Hukum Laut.
1.4.2 Manfaat Praktis
Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti,
memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerhati

Hukum Nasional maupun Internasional serta dapat meningkatkan
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1.5

wawasan dalam pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu

Hukum.

Sistematika Penulisan
1. BABI : PENDAHULUAN
Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini terdiri dari tujuh bagian yaitu latar
belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BABII : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan menguraikan Landasan Teori dan Landasan Konseptual yang
merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori, pada bab
ini penulis menjelaskan tentang pengertian penelitian terdahulu, kerangka
teoritis dan hipotesis penelitian.
3. BABIII : METODE PENELITIAN
Merupakan bab yang membahas metode penelitian yang akan menjelaskan
pendekatan penelitian-yang-digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber
data, populasi-dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen
penelitian, teknik pengumpulan data, uji coba penelitian, analisis data dan lain
sebagainya.
4. BABIV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Isi dari bab ini merupakan analisis hukum atas permasalahan yang terjadi dan

cara penyelesaiannya. Pada bab ini penulis akan menguraikan penjelasan dari
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hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan,
hasil penelitian dan pembahasan.
5. BABV : PENUTUP
Merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian disertai

dengan saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
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